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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad S es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D de (dengan titik di bawah) 
ط Ta T te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
Y Ya  Ye 
ix 
 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا Fathah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا Dammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو  ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 







Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
A a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ I i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
U u dan garis di atas 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي  ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 
 
 َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر  نا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة ن ْي  د  ً نا ة ه  ضا ف ْنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْك  ح ْنا : al-hikmah 
xi 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا ن ْي َّج ن : najjainaa 
 
 َك  حْنا : al- haqq 
  َى   ع ن : nu”ima 
  َو د  ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي  ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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 Contoh : 
  َصًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َ ة ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه ف ْن ا : al-falsafah 
 َ د  لَ ب ْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  ْيا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي  ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
xiii 
 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (هٰاللّ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh : 
َ ٰللّا ن ْي  د diinullah َ ٰاللّا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
xiv 
 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  
 contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan  
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
 Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
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swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
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Skripsi ini bertujuan untuk menjawab, yaitu: 1) Penerapan pasal 107 ayat 2 
UU No.22 Tahun 2009 di kab Gowa,2) Pandangan masyarakat Gowa terhadap pasal 
107 ayat 2 UU No.22 Tahun 2009,3) Upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak 
Kepolisian dalam menegakkan pasal 107 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
keharusan menyalakan lampu pada siang hari untuk sepeda motor di Kabupaten 
Gowa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (Field Research). 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis Sumber 
data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis 
data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan pasal 107 ayat 2 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keharusan menyalakan lampu 
kendaraan bermotor pada siang hari di kabupaten Gowa tidak berjalan lancar. Hal 
tersebut dapat kita lihat  dengan masih banyaknya pengendara sepeda motor di 
kabupaten Gowa yang tidak menyalakan lampu utama atau tidak mematuhi aturan 
tersebut; 2) Pandangan masyarakat Gowa terhadap pasal 107 ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 berbagai macam banyak yang mengatakan dengan mentaati 
peraturan tersebut membuat kendaraan mereka boros, lampu cepat rusak serta dengan 
menyalakan lampu pada siang hari tidaklah bermanfaat; 3) Upaya yang dilakukan 
pihak kepolisian satlantas polres Gowa untuk menegakkan pasal 107 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang kewajiban pengendara sepeda motor 
menyalakan lampu utama pada siang hari bagi kendaraan bermotor yaitu dengan 
mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat. 
Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Menurut penulis, peraturan tersebut 
akan berjalan baik apabila subtansi dari pasal 107 ayat 2 di sertai dengan pejelasan 
lebih lanjutnya tentang kondisi tertentu  yang mewajibkan pengemudi sepeda motor 
untuk menyalakan lampu utama pada siang hari. Hal ini di pertimbangkan bahwa 
tidak semua daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis yang sama serta dengan 
banyaknya pro dan kontra di masyarakat; 2) Diharapkan masyarakat untuk patuh 
terhadap penerapan pasal 107 Ayat 2 guna untuk menghindari kecelakaan dalam 
berlalu lintas; 3) Aparat kepolisian seharusnya tetap profesional dalam menegakkan 
pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keharusan 
menyalakan lampu kendaraan bermotor pada siang hari dengan memberikan tindakan 
dengan baik dan tegas terhadap pengguna motor yang melanggar peraturan tersebut. 
Karena jika tidak di tegakkan dengan tegas takutnya nanti menimbulkan persepsi 
masyarakat bahwa melanggar peraturan tersebut tidak di hukum.  
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kehidupan manusia memerlukan peraturan yang sesuai perkembangan zaman. 
Salah satu tugas pemerintah dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-
peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian dan 
kemanfaatan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.1 Sehingga 
semua aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam 
masyarakat. 
Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam  
meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 
merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat 
dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah Lalu lintas 
dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa 
Pemerintahan Belanda sampai pada era refomasi pada saat ini. Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan 
berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan 
pola tingkah laku masyarakat. 
Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor 
penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor 
alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab 
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tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas 
yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif. 
Oleh karena itu, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya yang 
melibatkan kendaraan sepeda motor dan untuk menciptakan ketertiban dalam 
berlalulintas maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. 
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 
terdapat aturan yang mewajibkan pengguna sepeda motor untuk menyalakan lampu 
utama pada siang sebagaimana tercantum dalam pasal 107 ayat (2). Pengemudi 
sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menyalakan lampu pada siang hari.2 
Bagi pengemudi sepeda motor yang tidak mematuhi ketentuan tersebut akan  
dijatuhi sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan 15 hari atau denda paling 
banyak 100.000,00 sebagaiman tercantum dalam pasal 293 ayat (2). Setiap orang 
yang mengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang 
hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan 15 hari atau denda paling banyak 100.000,00 (seratus ribu rupiah).3 
Undang Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 
26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. 
Dalam Undang-Undang tersebut terdapat peraturan baru bagi pengendara bermotor 
khususnya pengendara sepeda motor. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah 
tingginya angka kecelakaan yang terjadi disetiap harinya, serta kurangnya kesadaran 
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untuk berkendara secara bijak dan tanggung jawab. Dari berbagai peristiwa 
kecelakaan yang terjadi, di dapatkan fakta bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi 
pada roda dua atau sepeda motor. Selain itu, kecelakaan juga banyak memakan 
korban jiwa. Tingginya pelanggaran lalu lintas bisa dilihat dari angka kecelakaan 
yang terus meningkat. Salah satu peraturan yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 yaitu kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan 
lampu pada siang hari terdapat pada Pasal 107 ayat (2) yang berbunyi “Pengemudi  
Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menyalakan lampu utama pada siang hari”. Dengan adanya pasal tersebut, 
mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada 
siang hari namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang 
tidak menjalankan peraturan tersebut. Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu 
utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan 
menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain di depannya 
akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain 
akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan 
dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan.  
Meskipun dari pihak Kepolisian Gowa  telah melakukan sosialisasi di 
berbagai tempat dan masyarakat telah mengetahui berkenan dengan peraturan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 107 ayat (2) yaitu 
kewajiban menyalakan lampu utama bagi sepeda motor pada siang hari. Namun pada 
kenyataannya di Gowa masih banyak masyarakat pengendara sepeda motor yang 
tidak menyalakan lampu utama di siang hari ketika mengemudi. Hal ini seakan-akan 





kecelakaan ini tidak dapat dihindarkan lagi, mengingat masih kurangnya kesadaran 
dan kepatuhan dalam bersepeda motor. Untuk menciptakan suasana lalu lintas yang 
selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien perlu adanya 
dukungan dari masyarakat sendiri. 
Dapat diketahui Indonesia merupakan salah satu jumlah penduduk terbanyak 
di dunia setelah RRC, India dan Amerika serikat. Berdasarkan sensus penduduk yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia 
adalah sebanyak 261. 890. 900 jiwa,4 lembaga statistik pemerintah, hanya melakukan 
penelitian menyeluruh pada struktur populasi Indonesia sekali setiap dekade. Dan 
jumlah pertumbuhan kendaraan yaitu: 





2014 2015 2016 
Mobil 
Penumpang 
12 599 038 13 480 973 14 580 666 
Mobil Bis 2 398 846 2 240 917 2 486 898 
Mobil 
Barang 
6 235 136 6 611 028 7 063 433 
Sepeda 
motor 
92 976 240 98 881 267 
 
105 150 082 
Jumlah 
  
114 209 260 121 394 185 129 281 079 
 
                                                             





Peraturan lalu lintas jalan raya serupa dengan peraturan lalu lintas kehidupan. 
Jangan pernah berkata bahwa mematuhi pasal 107 merupakan menghambat 
kelancaran lalu lintas sebagaimana kewajiban menghindari yang haram, maka wajib 
pula mentaati peraturan yang sudah di tetapkan, dan sebagaimana keharusan menaati 
pemimpin. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa 4/59. 
                                    
                                
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.5 
Kabupaten Gowa merupakan salah satu bagian  dari Provinsi Sulawesi Selatan 
yang saat ini menjadi  salah  satu kota  padat  kendaraan. Hal ini disebabkan karena 
adanya beberapa perguruan tinggi yang terdapat di kabupaten Gowa yang menjadi 
salah satu perguruan tinggi yang banyak di minati oleh orang-orang  dari  luar daerah 
bahkan dari kota makassar. Sehingga  jalan-jalan  besar  yang menghubungkan kota  
makassar dengan kabupaten Gowa menjadi padat kendaraan terutama sepeda motor 
yang banyak di gunakan mahasiswa dan dosen ataupun pegawai-pegawai. Dengan 
melihat banyaknya masyarakat atau mahasiswa serta pegawai yang tidak menyalakan 
lampu utama pada siang hari atau sebagian  besar pengemudi  tidak  memperhatikan  
rambu-rambu  lalu  lintas  yang ada. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui sejauh mana implementasi pasal 107 ayat 2 Undang-Undang No.22 
                                                             






Tahun 2009 dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas serta 
hambatan-hambatan. 
B. Rumusan Masalah 
Untuk membatasi banyaknya permasalahan di atas, dari pokok masalah pada 
implementasi pasal 107 ayat 2 UU No.22 Tahun 2009 (Studi di wilayah hukum 
Polres Gowa). Di perolehlah sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan pasal 107 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 di 
kabupaten Gowa? 
2. Bagaimana pandangan masyarakat Gowa terhadap pasal 107 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009? 
3. Upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menegakkan 
pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keharusan 
menyalakan lampu pada siang hari untuk sepeda motor di Kabupaten Gowa ? 
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Implementasi Implementasi adalah bermuara pada 
aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau 
mekanisme suatu sistem. Ungkapan 
mekanisme mengandung arti bahwa 
implementasi bukan sekadar aktivitas, 
tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 
dilakukan secara sungguh-sungguh 
berdasarkan acuan norma tertentu untuk 





itu, implementasi tidak berdiri sendiri 
tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya 
yaitu kurikulum. 
Pasal 107 Undang-Undang No.22 
Tahun 2009 
 
Pasal 107 Undang-Undang No.22 Tahun 
2009 adalah: 
1. Pengemudi kendaraan bermotor 
wajib menyalakan lampu utama 
kendaraan bermotor yang di 
gunakan di jalan pada malam hari 
dan pada kondisi tertentu. 
2. Pengemudi sepeda motor selain 
mematuhi ketentuan sebagaimana di 
maksud pada ayat  (1) wajib 




Kendaraan bermotor adalah  kendaraan 
yang digerakkan oleh peralatan teknik 
untuk pergerakkannya, dan digunakan 
untuk transportasi darat. Umumnya 
kendaraan bermotor menggunakan mesin 
pembakaran dalam, Kendaraan bermotor 
memiliki roda, dan biasanya berjalan di 
atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan 





yang di maksud kendaraan bermotor 
disini yaitu sepeda motor. 
Tabel 2.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus. 
D. Kajian Pustaka 
 Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya 
sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang. 
Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan,kegiatan dan prosedur yang di 
gunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis 
mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang 
sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha 
yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang melakukan 
jawaban. 
1. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang RI Nomor 
22 Tahun 2009) disertai PP Nomor 15 Tahun 2009, PP Nomor 44 tahun 2009 
dan PP Nomor 43 Tahun 2013. Buku ini membahas tentang Undang-Undang 
lalu lintas merupakan suatu hal yang mutlak untuk diberlakukan di setiap 
negara. Jika tidak maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas di sana-sini. 
Misalnya saja disebelah mana seharusnya sebuah kendaraan berjalan saat 
berada di jalan umum. Jika tidak ditentukan dengan jelas, maka akan terjadi 
pelanggaran di sana-sini. 
2. Dedi Irwanto dalam Skripsinya yang berjudul Efektifitas Pasal 107 Ayat 2 
Tentang Menyalakan Lampu Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor 
Berdasarkan UU N0 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 107 ayat (2) 
tentang menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor dan 
penerapan sanksi bagi pelanggar pasal 107 ayat (2) berdasarkan UU No 22 
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polsek Tulangan 
Sidoarjo. Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah yuridis empiris. 
bersifat deskriptif untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena mengenai 
tingkat kepatuhan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara 
sepeda motor yang tidak menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari 
seperti yang telah diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data 
primer. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 107 UU 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih kurang 
efektif dilaksanakan di kawasan Polsek Tulangan Sidoarjo karena masih 
terdapat pelanggaran terhadap ketentuan ini. Penerapan sanksi Pasal 107 ayat 
2 di Polsek Tulangan masih kurang efektif karena aparat penegak hukum 
hanya memberikan teguran kepada pelanggar, sehingga pelanggar 
mengabaikan Undang-undang tersebut. 
3. Syamsuddin Pasamai, Sosiologi dan Sosiologi Hukum. Dalam bukunya 
membahas Hukum bisa dikatakan efektif apabila dilaksanakan dan di patuhi 
oleh seluruh masyarakat. Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan 
yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan 
hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. 
4. The increasing use of motorcycles not only as a means of personal mobility 





Nigeria has worsened the intra-urban road traffic accident records in the 
cities. This has been attributed to the riding habits of the motorcyclists by 
Ogunjumo (2008) who stated that the motorcycle operators are not known to 
obey traffic regulations and road signs and operate on the intra-city roads 
with abandonment and lack of due regard for their own safety and behave as 
if they have spare parts for their bodies or as if they have several lives to draw 
on in case the present ones terminate.Several reasons have been advanced for 
the preponderance of motorcycles on urban roads especially in Nigeria. 
5. Cristine dan Kansil, dengan judul buku Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya 
Sistem Tanya Jawab , Buku ini membahas tentang tanya jawab agar para sopir 
dan pengemudi akan lebih mudah dan cepat dalam memahami Undang-
Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Dengan demikian mereka akan mempunyai waktu untuh memahami isi dari 
Undang-Undang tersebut. Semoga terwujud kedisiplinan berlalu lintas di jalan 
raya sehingga akan kita lihat suasana berlalu lintas yang tertib, dopan dan 
nyaman tanpa timbulnya korban-korban kecelakaan di jalan raya. 
6. Rahmat, Polisi Penjaga Kehidupan, buku ini membahas tentang penjaga 
mempunyai tugas menjaga berarti bertanggung jawab, peka dan peduli 
terhadap berbagai masalah yang dihadapi maupun yang mengancam atau 
membahayakan yang dijaganya. Peka berarti mempunyai keahlian dan 
kemampuan. Peduli berarti mempunyai empati dan hati nurani untuk berbagi, 








E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka penulisan 
Tugas Akhir dengan tujuan dan kegunaan: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui penerapan pasal 107 ayat 2 tentang keharusan menyalakan 
lampu pada siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan Undang-
Undang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah polres Gowa. 
b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan 
pasal 107 ayat 2 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoretis  
Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan 
pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengenal hukum dan aturan-aturan lalu 
lintas dalam berkendaraan di jalan. 
b. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan evaluasi terhadap 
penerapan penyidik dalam mengumpulkan data serta melakukan penyidikan terhadap 










A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan 
istilah strafbaar feit (suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena 
kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata 
hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum) dan dalam kepustakaan tentang 
hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-
undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana 
atau perbuatan pidana atau tindak pidana.Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk 
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang 
kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan 
arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 
istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.1 
Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan 
dengan tata ketertiban yang di kehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono 
Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah 
suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-
                                                 





undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan 
tindakan penghukuman.2 
Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian 
dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti 
halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka 
bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah 
tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian 
pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar 
pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu 
disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang 
mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat 
diartikan sebagai hukuman.3 
Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-
undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 
Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 
dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 
apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 
pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.4  
Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
                                                 
2Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban pidana (Jakarta: Aksara Baru,  
2003), h. 53. 
3
 Moeljatno 1987, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara), h. 37. 
4Andi Hamzah. Bunga Rampai,Hukum Pidana dan Acara Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 





pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum.5 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:  
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 
kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku 
III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan 
hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan 
Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana 
di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel 
Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil 
adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu 
adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang 
pencurian. Tindak Pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan 
akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang 
itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. 
c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 
sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 
Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara 
lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan 
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sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 
dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 
matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 
360 KUHP. 
d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga 
disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan 
dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 
KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan 
menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak 
pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya 
unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 
dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada 
dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif 
atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan 
tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui 
bayinya sehingga anak tersebut meninggal.6 
Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 
menimbulka peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam 
dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-
unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang 
menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).7 
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Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidan tertentu, bagi barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 
pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, 
asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu 
suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan 
ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.8 
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi 
beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki 
perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama.  
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi 
yaitu: 
a. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang 
dimaksud    dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;  
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam 
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat 
di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 
5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana  
menurut Pasal 308 KUHP.  
                                                 





b. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :  
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di 
dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai 
pengurus atau komisaris dari suatu Perseorangan Terbatas di dalam kejahatan 
menurut Pasal 398 KUHP. 
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.9 
Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang 
dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan 
pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di 
sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana tentang pencurian. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya 
menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya 
Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur 
tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan 
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau 
siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu 
perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau 
kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman 
hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan 
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kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, 
pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. 
4. Perbuatan Pidana 
Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut: 
a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah 
dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan 
dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah 
perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil 
barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan 
melawan hukum. 
b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, 
yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus 
pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang 
merupakan akibat dari perbuatan seseorang. 
c. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan 
dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP). 
d. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak 
sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. 
Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan. 
e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang 
lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 





f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada 
keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 
107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.10 
Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi 
menjadi dua golongan yaitu: kejahatan misdrijve dan pelanggaran overtrdingen. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih 
ringan dari pada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada 
perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh 
dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada 
yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, 
sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara 
kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran 
sebagai berikut:  
a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan 
kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar 
negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka 
dipandang tidak perlu dituntut. 
b. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana. 
c. Pada pemidanan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu 
kejahatan atau pelanggaran.  
Pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas antara kejahatan dan 
pelanggaran. Keduanya merupakan tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan 
                                                 






yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang undang senantiasa perlu 
ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan 
dan yang manakah yang harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu 
tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dari pelanggaran. Walaupun demikian 
dapat dikatakan, bahwa pembagian delik delam kejahatan dan pelanggaran itu 
berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (rechtsdelict) dan delik 
undang-undang (wetsdelict). Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), 
jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam 
rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut 
dicantumkan dalam undang-undang pidana. Tidak perlu membaca undang-undang 
tiap-tiap orang, bahkan seorang sederhana yang asal dari gunung sekalipun mudah 
dapat merasakan bahwa membunuh, mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, 
berzinah, memperkosa perempuan, merampok dan sebagainya itu (ini semua 
kejahatan) perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sebaliknya delik undang-undang 
(pelanggaran) ini adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang kecil-kecil 
seperti minta-minta di jalan umum, mengadu ayam tanpa izin, kentara mabuk di jalan 
umum, berjalan di kanan jalan, memberhentikn kendaraan di tikungan jalan dan 
sebagainya, ancaman pidananya pun lebih ringan dari pada kejahatan kejahatan 
A.S. Alam dan Amir Ilyas menyebutkan bahwa Pelanggaran merupakan 
semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku III (tiga) KUHP, seperti saksi di 
persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan 
bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. 





biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada 
pelanggaran lalu lintas. 
Salah satunya yaitu pelanggaran pasal 107 ayat 2 yang menyebutkan: 
a. Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan 
Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.  
b. Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.11 
Pada Pasal 107 ayat (2) menyebutkan wajib menyalakan lampu pada siang 
hari. Pada UU No 14 Tahun 1992 tidak diatur mengenai menghidupkan lampu pada 
siang hari namun pada UU lalu lintas dan angkutan jalan diatur hal tersebut. Hal yang 
menjadi latar belakang lahirnya pasal ini adalah melihat banyaknya terjadi kecelakaan 
lalu lintas di jalan raya, melalui sebuah uji sosiologis beberapa bulan di Surabaya 
dengan menghidupkan lampu pada siang hari ternyata menunjukan penurunan angka 
kecelakaan lalu lintas menghidupkan lampu pada siang hari dapat membuat setiap 
pengendara motor mengetahui bahwa dari jarak sekian meter terdapat pengendara 
lain sehingga tabrakan secara frontal dapat ditekan sekecil mungkin dan ketika 
pengendara ingin membelok kearah kiri atau kanan maka dengan bantuan kaca spion 
dapat mengetahui adanya cahaya motor pengendara lain di belakang sehingga 
tabrakan pada saat membelok dapat dihindari.  Diharapkan dengan terbitnya UU lalu 
lintas dan angkutan jalan tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga 
memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan para penegak hukum terkait 
masalah lalu lintas dan angkutan jalan. 
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Sanksi pidana bagi mereka yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) UU lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan 
Pasal 293 ayat (1) UU lalu lintas dan angkutan jalan adalah pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah) Sedangkan, sanksi pidana bagi setiap orang yang mengemudikan sepeda 
motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ berdasarkan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ adalah 
pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak 
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).12 
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan 
bahwa pelanggaran adalah   
a. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam 
Undang-undang pidana. 
b. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik 
perbuatannya maupun hukumannya.  
Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat 
dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan 
dan atau telah ada Undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah 
menimbulkan sifat yang melawan hukum, namun belum dapat dinyatakan sebagai 
suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan. 
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Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk 
mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat 
menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh 
Wirjono Prodikroro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, 
kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.13 
Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan untuk mengulangi kejahatan dan 
pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri.14 Pemahaman dan 
perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan 
masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang. 
Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana 
ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam 
masyarakat, disamping menjamin ditegakkan nya rasa keadilan masyarakat atas 
perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.15 
B. Lalu Lintas 
Menurut UU No. 22 Tahun 2009 pengertian lalu lintas adalah “Gerak 
kendaraan dan orang di ruang jalan, dimana definisi kendaraan itu sendiri berarti 
suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak 
bermotor”.16 
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Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) 
manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan 
sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis 
mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut UULLDAJ, maupun 
pendapat pakar hukum. Menurut pasal 1 angka 2 UULLDAJ, “Lalu lintas adalah 
gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.  
Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto (1976 : 164) bahwa lalu lintas 
adalah:  
1. Perjalanan bolak-balik.  
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya. 
3. Perhubungan antara sebuah tempat.  
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal 
yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai 
suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, 
maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu 
mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu 
lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya 
yang terjangkau oleh masyarakat. Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan 
keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu 
menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu 
memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam 
kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasikan unsurnya 
yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, 





yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan 
perlu diselenggarakan secara berkesinambugan dan terus ditingkatkan agar lebih luas 
daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-
besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, 
koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar 
unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 
penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan 
sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. 
Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan 
kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat 
dalam pembangunan sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran 
strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.17 Lalu lintas 
dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk 
mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan 
dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan 
negara. 
Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran 
hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.18 Pelanggaran ringan yang kerap 
terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos 
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lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang 
hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-
anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan 
bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas 
di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus 
pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap 
menimbulkan kecelakaan lalu lintas. 
Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik 
korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang 
merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, 
sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, 
sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan 
atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan 
kerugian jiwa atau benda dan juga kamtib carlantas.19 
Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya 
mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan 
jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan 
yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan 
kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi 
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orang lain. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan di atur 
di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 107 yang berbunyi 
sebagai berikut: 
1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan 
kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda 
paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya yang mngakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka 
ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka 
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 





paling lama 6(enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 
(dua belas juta rupiah).20 
 Adapun pengertian  pelanggaran lalu lintas di dalam pengertian umum yang 
diatur oleh UULLAJ (Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009), tidak ditemukan adanya 
pengertian secara limitative tentang apa  yang dimaksud dengan pelanggaran lalu 
lintas. 
Menurut Awaloedin  bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau 
tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu 
lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) 
huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-
undangan yang lainnya.21 
 Adapun beberapa Jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh 
kendaraan bermotor, yaitu :  
1. Tidak membawa SIM  
Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah asal 288 ayat (2) jo 
Pasal 106 ayat (5) hrf b.  
2. Tidak memiliki SIM  
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin 
Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1)  
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3. STNK / STCK tidak sah 
Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi STNK atau STCK yang ditetapkan oleh 
Polri. Psl 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a.  
4. TNKB tidak sah 
Kendaraan Bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang 
ditetapkan oleh Polri. Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1)  
5. Gerakan lalu lintas  
Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir. Pasal 
287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e  
6. Berpindah lajur atau bergerak ke samping 
Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak kesamping. 
Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2)  
7. Melanggar rambu atau marka 
Marka Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan 
Rambu lalu lintas atau Marka. Psl 287 ayat(1) jo psl 106(4) hrf (a) dan Psl 106 
ayat(4) hrf (b)  
8. Hak pejalan kaki atau pesepeda 
Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda. Pasal 284 jo 106 ayat (2). 
C. Pandangan Islam dalam Sopan Santun Berkendaraan 
Islam adalah agama yang di turunkan Allah SWT. Kepada nabi Muhammad 
saw. Dan di dalamnya terdapat aturan yang harus di lakukan.  Salah satu aturan yang 
harus kita lakukan adalah bagaimana adab berkendaraan. Kita sebagai mana yang 
hidup di zaman serba cannggih ini, pasti memerlukan teknologi seperti alat 





manusia pun membuat alat trasnportasi. Dahulu orang-orang hanya menggunakan 
binatang-binatang  seperti onta dan keledai, tetapi dengan kecanggihan teknologi 
sekarang mereka pun membuat alat transportasi yang lebih bagus, kuat, indah dan 
cepat seperti motor, mobil, pesawat dan lainnya. Alla swt berfirman dalam Q.S An-
nahl:16/8. 
                             
Terjemahannya: 
“Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu 
menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa 
yang kamu tidak mengetahuinya”.22 
Allah SWT menciptakan itu semua sebagai fasilitas bagi kita, hendaknya kita 
selalu mensyukuri nikmat apa yang telah diberikan. Dengan adanya transportasi yang 
bagus, indah dan cepat tersebut, kita dengan mudah pergi kemana-mana dengan cepat 
sampai ketempat tujuan kita seperti pergi ke kantor, kuliah, atau bahkan pergi 
tamasya bersama keluarga. Oleh karena itu, kita harus memikirkan dan mengetahui 
adab-adab berkendaraan, sebagai bukti kita mensyukuri nikmat Allah swt. Adapun 
adab-adab berkendaraan yaitu: 
1. Mempersiapkan transportasi 
Awal kita memulai berkendaraan, hendaknya mempersiapkan transportasi 
yang akan digunakan dan memeriksa alat kendaraan tersebut, seperti mesin dan 
bahan. 
2. Niat yang baik 
Apabila kita pergi memulai perjalan ke suatu daerah atau tempat, maka 
dianjurkan memulainya dengan niat yang baik, agar dalam perjalan selamat dan 
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sampai tujuan seperti menyambung saliturahmi, mencari nafkah, menuntut ilmu 
dengan mengharapkan ridho dan berkah dari Allah. Selain niat yang baik, hendaknya 
kita dianjurkan juga berdoa untuk keselamatan diri agar terhindar dan dijauhi dari 
segala musibah. 
3. Berdoa 
Hal yang harus diperhatikan dalam berkendaraan adalah berdoa. Ketika kita 
hendak menaiki kendaraan hendaknya terlebih dahulu membaca doa dan dibarengi 
dengan berdzikir. 
Sebelum kita berdoa mulai dengan membaca lafaz bismillah, karena pada 
suatu ketika Ali ibn thalib di datangi sebuah kendaraan, lalu ia menaikinya dengan 
membaca  bismillah, dan ketika ia duduk di atas kendaraan tersebut ia mengucapkan 
alhamdulillha, kemudian beliau berdoa. 
Doa naik kendaraan: 
                               
Artinya: 
"Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi Kami Padahal Kami 
sebelumnya tidak mampu menguasainya. dan Sesungguhnya Kami akan 
kembali kepada Tuhan kami".23 
4. Dzikir safar 
Ketika melakukan perjalan, setelah kendaraan maju hendaknya selalu 
berdzikir yang dibaca dalam hati, hingga kita sampai tujuan. Dan dianjurkan juga 
membaca doa yang diajarkan Nabi saw. 
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5. Tidak membebani kendaraan 
Tidak membebani kendaraan dengan beban yang melampaui kapasitas. 
Seringkali kita melihat di jalan raya begitu banyak orang yang mengemudikan sepeda 
motor membawa beban yang melampaui batas, karna akan dapat mengakibatkan 
kendaraan bisa mogok bahkan kecelakaan. 
Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ja‟far -radhiyallahu „anhu- 
pernah berkata, “Beliau masuk kedalam kebun laki-laki Anshar. Tiba tiba ada seekor 
onta. Tatkala Nabi -Shallallahu „alaihi wasallam- melihatnya, maka onta itu merintih 
dan bercucuran air matanya. Lalu Nabi -Shallallahu „alaihi wasallam- mendatanginya 
seraya mengusap dari perutnya sampai ke punuknya dan tulang telinganya, maka 
tenanglah onta itu. Kemudian beliau bersabda, “Siapakah pemilik onta ini, Onta ini 
milik siapa?” Lalu datanglah seorang pemuda Anshar seraya berkata, “Onta itu 
milikku, wahai Rasulullah”. Maka Nabi-Shallallahu „alaihi wasallam- bersabda. 
 “Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam binatang ini, yang telah 
dijadikan sebagai milikmu oleh Allah, karena ia (binatang ini) telah mengadu 
kepadaku bahwa engkau telah membuatnya letih dan lapar”. (HR.Muslim ) 
6. Mematuhi peraturan lalu lintas 
Memperhatikan rambu-rambu keselamatan.  Keselamatan merupakan hal yang 
perlu diperhatikan. Saat berkendaraan penting untuk mengikuti aturan dan rambu-
rambu keselamatan. Misalnya mengenakan sabuk pengaman, menggunakan helm 
bagi pengendara sepeda motor. Peraturan lalu lintas yang dibuat untuk menjaga 
keselamatan itu harus dipatuhi karena yang membuat peraturan tersebut adalah 





7. Memperlambat laju kendaraan ketika berjalan di jalan sempit dan 
mempercepat kendaraan ketika di jalan lapang.  
Maka sepantasnya ketika berkendara, kita tenang dan tidak terburu-buru, 
karena terburu-buru itu datangnya dari setan. Boleh mempercepat kendaraan jika 
tidak melampaui batas sehingga ia dianggap terburu-buru, jika ada kemaslahatan, dan 
tidak menimbulkan kerugian dan bahaya tidak menimbulkan kerugian dan bahaya. 
8. Tidak ugal-ugalan 
Hendaklah kita memperhatikan keselamatan diri kita dan keselamatan orang 
lain ketika berkendara. Jangan sampai kita menjadi sebab tertumpahnya darah 
seseorang serta rusaknya harta saudara kita. Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S Al-
Qashash 28/77. 
                   
Terjemahannya:  
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.24 
Larangan melakukan perusakan setelah sebelumnya telah diperintahkan 
berbuat baik, merupakan peringatan agar tidak mencampuradukkan antara kebaikan 
dan keburukan. Sebab keburukan dan perusakan merupakan lawan kebaikan. 
Penegasan ini di perlukan walau sebenarnya perintah berbuat baik telah berarti pula 
larangan berbuat keburukan-disebabkan karena sumber-sumber kebaikan dan 
keburukan sangat banyak, sehingga boleh jadi ada yang lengah dan lupa bahwa 
berbuat kejahatan terhadap sesuatu sambil berbuat ihsan walau kepada yang banyak – 
masih – merupakan hal yang bukan ihsan. Begitu lebih kurang Ibn „Asyur‟.  
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Perusakan dimaksud menyangkut banyak hal. Di dalam al-Qur‟an ditemukan 
contoh-contonya. Puncaknya adalah merusak fitrah kesuciaan manusia, yankni tidak 
memelihara tauhid yang telah Allah anugrahkan kepada setiap insan. Di bawah 
peringkat itu ditemukan keengganan menerima kebenaran dan pengorbanan nilai-nilai 
agama, seperti pembunuhan, perampokan, pengurangan takaran dan timbangan, 
berfoyah-foyah, pemborosan,gangguan terhadap kelestarian lingkungan dan lain-
lain.25 
Jadi, darah dan harta seorang muslim adalah haram kita ganggu, apalagi 
ditumpahkan dan dirusak, karena harta dan darah seorang muslim memiliki 
kemuliaan di sisi Allah. 
Ada kebiasaan buruk menimpa sebagian tempat di Indonesia Raya, adanya 
sebagian pemuda yang ugal-ugalan memamerkan “kelincahan” mereka dalam 
mengendarai motor atau mobil di jalan raya. Ulah ugal-ugalan seperti ini bisa 
mengganggu, dan membuat takut bagi kaum muslimin yang berseliweran, dan berada 
dekat dengan TKP (tempat kejadian peristiwa). Bahkan terkadang mereka menabrak 
sebagian orang sehingga orang-orang merasa kaget dan takut lewat, karena 
mendengar suara dentuman knalpot mereka yang dirancang bagaikan suara meriam. 
Padahal di dalam Islam, Nabi -Shallallahu „alaihi wasallam- melarang kita 
mengagetkan seorang muslim. 
9. Pemilik kendaraan lebih berhak duduk di depan 
Apabila kita  yang memiliki sesuatu maka kita lebih berhak atas sesuatu 
tersebut dari orang selainnya. dan mengendarai kendaraan yang hidup atau yang 
benda mati hukumnya sama,  maka pemilik onta atau kuda atau (mobil) lebih berhak 
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berada di depan kendaraannya dan di dahulukan dari pada yang lainnya. Maka 






Metologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang 
digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Penelitian merupakan aktivitas menelaah 
suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dengan 
sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya 
(objektif dan sahih) mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai 
sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang 
berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena 
secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa 
kesimpulan dari data tersebut.1 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (Field Research). 
Penelitian kualitatif dapat di definisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial 
yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) 
perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif 
yang telah diperoleh.2 Dengan demikian penelitian kualitatif itu bersifat 
mengumpulkan data dengan tidak menganalisis angka-angka, akan tetapi tidak berarti 
dalam penelitian kualitatif para peneliti tabu dengan angka-angka. Dalam penelitian 
ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai 
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gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang keadaan yang 
diteliti 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Kantor Polres Gowa. Dipilihnya Kantor Polres 
Gowa karena di Kantor Polres Gowa telah marak kasus pelanggaran tentang 
keharusan menyalakan lampu pada siang hari terhadap kendaraan bermotor. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian dengan 
pendekatan Sosiologis di mana memandang hukum sebagai fenomena sosial dan 
mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana. Penelitian hukum yang 
sosiologis, terdiri dari: 3 
1. Penelitian berlakunya hukum, yang meliputi: 
a. Penelitian efektivitas hukum. 
b. Penelitian dampak hukum 
2. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis 
C. Sumber Data 
 Dalam penulisan ini dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan data, 
maka penulis membedakan data menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti, 
sedangkan data sekunder adalah sejumlah data atau keterangan yang diperoleh secara 
tidak langsung dari informan melainkan melalui bahan-bahan dari arsip atau 
dokumen, literatur-literatur yang telah disusun oleh instansi atau pihak-pihak subyek 
penelitian.  
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Sumber informasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat baik secara 
langsung atau tidak langsung. Dengan demikian dapat penulis tegaskan bahwa 
sumber informasi yang akan dipilih oleh penulis adalah terdiri dari kepala Polres 
Gowa, Kepala Penyidik Polres Gowa serta pelaku tindak pelanggaran yang terlibat 
langsung dalam proses penyidikan.  Adapun informan tersebut adalah: 
1. Kepala Polres Gowa, sebagai pimpinan atau Pembina dalam ruang lingkup 
kepolisian dan mengetahui efektifitas peraturan diwilayah Gowa dan 
sekitarnya. 
2. Kepala penyidik Polres Gowa, yang menjadi pihak yang turun langsung untuk 
mengumpulkan bukti dari proses penyidikan. 
3. Pelaku tindak pelanggaran yang terlibat langsung. 
Sedangkan sumber informasi yang kedua diperoleh melalui studi terhadap 
dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan data 
informasi yang akan diperoleh. Dokumen-dokumen atau literatur-literatur tersebut, 
terutama diperoleh melalui Sektor Polsekta Tamalate dan unit-unit di dalamnya 
sehinga diharapkan peneliti dapat temukan fakta tentang sebab-sebab atau bagaimana 
perlindungan hukum pada proses penyidikan. Selain itu, penelitian ini juga akan 
mencari data informasi dari sumber-sumber lainnya seperti internet, surat kabar, 
majalah, jurnal laporan hasil penelitian dan lain sebagainya.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Sesuai dengan permasalahan, tujuan penelitian, dan sumber data maka metode 
pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 





Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. 1 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa tanya jawab secara lisan 
antara pencari informasi dengan sumber informasi (informan). Teknik pengumpulan 
data melalui wawancara ini dipergunakan karena merupakan alat efektif dalam 
pengumpulan data sosial tentang tanggapan, pendapat, perasaan, motivasi, keyakinan, 
hasil pemikiran, dan pengetahuan seseorang tentang masalah penelitian atau makna 
suatu kasus, perilaku dan lain-lain. 
Bagi peneliti, yang perlu disadari adalah bahwa dalam wawancara terdapat 
faktor-faktor yang mempengaruhi hasil wawancara, yaitu: pewawancara, responden, 
topik penelitian (yang tertuang dalam daftar pertanyaan), dan situasi wawancara. 
Dalam penelitian ini penulis memilih teknik wawancara secara mendalam 
(depth interview) dimana yang diwawancarai tidak harus menjawab pada pertanyaan 
yang sudah disediakan, dengan maksud untuk mendapatkan data secara mendetail 
atau terperinci. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Perlu 
diketahui, yang dimaksud dokumentasi tidak hanya berupa foto saja. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.4 
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E. Instrumen Penelitian 
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pngukuran dan pengamatan maka 
harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen 
penelitian. Instrumen Penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari 
responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Bagian ini 
menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian 
yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian5. Adapun instrumen 
penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 
1. Peneliti sebagai instrumen pertama yang melakukan penelitian. 
2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
yang berupa pertanyaan 
3. Handphone atau camera untuk dokumentasi  
4. Alat tulis dan buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data yang di anggap penting. 
F. Analisis Data 
Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.6 
Setelah pengolahan data, peneliti kemudian menganalisis data dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang dilakukan dengan 
menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk 
kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di 
kabupaten Gowa 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penerapan pasal 107 ayat 
2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Gowa ini secara umum 
dibagi menjadi tiga tahap pelaksanaan, yaitu tahap sosialisasi,tahap pelaksanaan dan 
tahap penindakan. Tahap sosialisasi meliputi sosialisasi dari pimpinan  (Kapolri) 
kepada implementor (Satlantas Polres Gowa), sosialisasi kepada  semua anggota 
Satlatas Polres Gowa dan sosialisasi kepada kelompok sasaran (pengguna sepeda 
motor di Gowa). Dari keseluruhan tahap sosialisasi tersebut sudah dapat berjalan tapi 
tidak lancar. 
Pelaksanaan penerapan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 ini ternyata tidak berjalan lancar karena terjadi pro dan kontra dimasyarakat. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para pengendara sepeda motor,  
mayoritas dari mereka  tidak  setuju  dengan  kebijakan tersebut karena  mereka  
merasa bahwa  kebijakan  ini  lebih  banyak  menimbulkan  kerugian  dari  pada 
keuntungan  bagi  mereka.  Sedangkan dari pihak  implementor dalam  hal ini 
Satlantas Polres Gowa terdapat dua pernyataan yang agak berbeda, di satu  sisi  
petugas  yang  sehari  harinya  bekerja  di  kantor  menyatakan bahwa implementasi  
kebijakan Light  on ini  sudah  termasuk  berhasil karena mayoritas pengendara sudah 
mau menjalankan peraturan yang ada yaitu  menyalakan  lampu  motor pada siang  
hari  setidaknya  di  jalan-jalan utama  di  Kabupaten Gowa. Di  sisi lain petugas yang 





belum berhasil karena masih banyak pengandara yang tidak menyalakan lampu. 
Menurut pengamatan  yang dilakukan   peneliti,   fakta di lapangan mengatakan 
bahwakurang lebih 50% pengendara sudah    mau menyalakan  lampu  saat  
berkendara  pada  siang  hari, namun  setidaknya hal tersebut telah  menggambarkan 
bahwa masih  banyak  kelompok  sasaran  yang  tidak menyalakan  lampu  saat 
berkendara pada siang hari. 
Tahap  yang  ketiga,  adalah  tahap  penindakan, dalam  tahapan  ini 
implementor  masih  belum memberikan  tindakan  tegas yang  berupa pemberian 
sanksi tilang kepada kelompok sasaran yang   melanggar peraturan yang sudah 
ditetapkan. Pemberian sanksi yang tegas sebenarnya dapat mendukung  keberhasilan 
implementasi  karena  secara tidak langsung  pemberian sanksi yang  tegas akan 
mendidik kelompok sasaran  agar  tarbiasa  untuk  mematuhi  peraturan  yang  ada,  
namun dalam implementasi kebijakan tersebut di kabupaten Gowa ini implementor 
tidak diperintahkan untuk menilang oleh atasan sehingga  implementor juga hanya 
bisa mematuhi peraturan yang diberikan oleh atasan mereka dalam hal ini Kapolri. 
Ada beberapa faktor penghambat  keberhasilan  penerapan pasal 107 ayat 2 ini 
diantaranya   adalah   budaya   atau   kebiasaan   masyarakat,   cara berpikir praktis, 
kesadaran kelompok    sasaranakan    pentingnya keselamatan berkendara masih 
rendah, citra negatif implementor di mata kelompok   sasaran,   sanksi   yang   kurang   
tegas   terhadap   pelanggar kebijakan.   Kebiasaan   masyarakat   sangat   
berpengaruh   terhadap   daya tanggap terhadap hal-hal baru  yang ada di masyarakat. 
Masyarakat  yang  sebelumnya  tidak  pernah  diwajibkan  untuk  menyalakan  lampu 
motor  saat  berkendara  pada  sing  hari  pasti  tidak  akan  bisa  langsung 





ada  dan  masih  terasa  asing  di  masyarakat,  khususnya  di  Gowa. Dahulu hanya 
pada  saat-saat  tertentu  saja  para  pengendara  menyalakan lampu  motornya  pada  
siang  hari, misalnya  saat  ada konvoi  kampaye partai  politik,  rombongan  pelayat 
yang mengantarkan  jenazah  dan pada situasi-situasi darurat lainnya, sehingga 
menyalakan lampu pada sing hari bagi sebagian orang akan membawa kesan panik 
saat berkendara di jalan raya. Akibatnya banyak   masyarakat   yang   enggan   untuk   
mentaati peraturan tersebut. 
Kesadaran kelompok   sasaran akan   pentingnya   keselamatan   saat 
berkendara  masih  rendah.  Ciri-cirinya  adalah  kelompok  sasaran  hanya mentaati 
peraturan saat ada polisi saja karena takut dikenai tilang. Hal ini terbukti  dengan  
masih rendahnya  persentase  pengendara  sepeda  motor yang   mau   menyalakan   
lampu   saat   berkendara   pada   siang   hari, berdasarkan hasil  penelitian  yang  
dilakukan kurang  lebih  hanya 50% saja. Kesadaran kelompok  sasaran yang  masih  
rendah  ini  tentu  sangat menghambat keberhasilan penerapan pasal 107 ayat 2 di 
kabupaten Gowa. 
Citra   negatif   akan   berpengaruh   terhadap   tingkat   kepercayaan 
kelompok  sasaran terhadap  implementor.  Seperti  yang  kita  tahu  bahwa dalam 
kurun waktu beberapa tahun terhakhir ini citra polisi lalu lintas di mata  masyarakat  
cenderung  negatif.  Hal  ini  dengan  adanya  berbagai kasus yang terjadi didalam diri 
instansi polisi lalu lintas. Mulai dari kasus suap, korupsi, penggelapan dana simulator 
SIM, hingga kasus “sidang di tempat” yang kerap terjadi saat operasi surat-surat  
kendaraan  bermotor. Kasus-kasus    inilah    yang    menyebabkan    menurunnya    
kepercayaan masyarakat  terhadap  polisi  lalu  lintas.  Akibatnya  masyarakat  





digambarkan   dengan   adanya   sebagian   masyarakat   yang   tidak menyalakan 
lampu saat berkendara pada siang hari. 
Faktor  yang  terakhir  tidak  adanya  ketegasan  dalam  hal penegakan hukum, 
yakni pemberian   sanksi   yang   diberikan   kepada   kelompok sasaran.    Dalam    
implementasi    kebijakan    ini    implementor    hanya memeberikan  sanksi  berupa  
teguran  baik  tertulis  ataupun  lisan,  padahal di  dalam  UU  No.  22  tahun  2009  
Pasal  293  ayat  (2)  telah  dijelaskan bahwa  setiap  orang  yang  mengemudikan  
sepeda  motor  di  jalan  tanpa menyalakan  lampu  utama  pada  siang  hari  dipidana  
dengan  kurungan paling  lama  15  hari  atau  denda  paling  banyak  Rp100.000,00.1 
Pihak implementor  mengaku  bahwa  ini  semua  mereka  lakukan  atas  dasar 
perintah  dari  atasan  yakni  Kapolri. Akibatnya  para  pengendara  tidak takut untuk 
melanggar peraturan ini, karena tidak ada sanksi yang tegas. 
Kebijakan  menyalakan lampu pada siang hari sebenarnya bukan hal yang 
baru di masyarakat, karena sejak dulu masyarakat sudah mengenal dan melaksanakan 
kebijakan pasal 107 ayat 2 bahkan sebelum kebijakan ini ditetapkan dalam Undang-
Undang. Salah satu buktinya adalah ketika cuaca berkabut ataupun hujan lebat, 
masyarakat dalam hal ini para pengguna jalan raya secara sadar atau tidak sadar pasti 
akan menyalakan lampu kendaraannya agar lebih terlihat oleh pengendara lainnya 
sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya. 
Contoh lainnya adalah ketika sebuah kendaraan yang akan menyalip 
kendaraan di depannya pasti akan mengambil lajur kanan serta akan menyalakan 
lampu agar lebih terlihat dan juga untuk memberikan tanda kepada kendaraan yang 
                                                 





berlawanan arah di depannya agar lebih waspada, sehingga kecelakaan dapat di 
hindari. 
Kebijakan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009 pasal 
107 ayat 2 yang berbunyi sebagai  berikut: “Pengemudi sepeda motor selain 
mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu 
utama pada siang hari.”2 Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 
tersebut merupakan penyempurnaan dari isi pasal sebelumnya, sebelumnya  pasal 
tersebut hanya  berisi  satu  ayat  yaitu  ayat  1  yang berbunyi  sebagai  berikut:  
“Pengemudi   kendaraan   bermotor   wajib menyalakan  lampu  utama  kendaraan  
bermotor  yang  digunakan  di  jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.” Dari 
dua peraturan tersebut dapat  kita  lihat  bahwa  ada  sebuah  pengembangan  
pemikiran  pemerintah yaitu,  sebelumnya  kendaraan  hanya  diwajibkan  
menyalakan  lampu  pada malam  hari  dan  pada  kondisi  tertentu,  namun kemudian 
pemerintah akhirnya  juga  mewajibkan  pengendara  sepeda  motor  untuk  
menyalakan lampu   kendaraannya   di   siang   hari.   Hal   ini   dipandang   perlu   
oleh pemerintah  untuk  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  menekan  tingginya angka 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya. 
Di Gowa  sendiri  kebijakan  tersebut sudah di terapkan oleh satlantas polres 
Gowa sejak adanya kawasan tertib lalu lintas, satlantas polres gowa sudah berupaya 
maksimal dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Walaupun  masih  ada beberapa 
yang tidak menyalakan lampu motornya di siang hari karena berbagai alasan seperti, 
boros  energi,  boros  bensin,  pemanasan  global  dan  lain  sebagainya. Ini sesuai 
                                                 





dengan yang di ungkapkan salah satu anggota satlantas polres gowa yaitu Ibu iptu 
dayu ayyu. 
“Sebenarnya kebijakan menyalakan lampu ini sudah lama  di terapkan di 
kabupaten gowa,sejak adanya kawasan tertib lalu lintas kami turun di 
jalan...dan mungkin mba penah liat yah polwan-polwan berjejeran di jalan 
melambaikan tangan dengan arahan menyuruh pengendara menyalakan lampu 
utama... tapi masalahnya banyak masyarakat ketika sudah lewat dari kerumunan 
polisi dimatikan lagi deh lampunya mba..dan ini tidaklah efektif di karenakan 
masyarakat kurang paham tentang kebijakan ini”.3 
Kebijakan menyalakan lampu motor di siang hari  atau biasa disebut Light on 
adalah salah satu upaya yang di buat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas 
seminimal mungkin,namun sebenarnya kebijakan light on ini bukan satu-satunya 
upaya yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam rangka mengurangi atau 
menekan angka kecelakaan dijalan raya. Karena lampu bukan pemicu utama 
terjadinya kecelakaan. Seperti yang di ungkapkan salah satu anggota satlantas polres 
gowa Ibu iptu dayyu ayyu. 
 “Kalau kecelakaan sebagian besar di kab Gowa ini bukan karena masalah 
lampu yah, Selama ini sih lampu belum menjadi faktor utama terjadinya 
kecelakaan di kab Gowa yah,kalau masalah lampu tidak  fatalitas yah dalam 
artian disini kondisi alamnya tidak terlalu gelap yah apalagi di dalam kota 
gowa,kecuali salah satu contohnya di daerah malino yang memiliki kondisi 
alam yang gelap di banding di kota Gowa.”4 
Kebijakan menyalakan lampu pada siang hari bagi kendaraan bermotor 
merupakan bagian dari safety riding yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Safety 
riding adalah cara berkendara yang aman demi keselamatan diri sendiri dan juga 
orang lain meliputi kelengkapan kendaraan (kaca spion, lampu, rem dan lain 
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sebagainya) dan juga kelengkapan pengendara (jaket, sepatu, helm SNI,sarung tangan 
dan sebagainya).  
Kebijakan ini mewajibkan kepada para pengendara sepeda motor untuk 
menyalakan lampu utama pada siang hari baik dalam keadaan panas ataupun hujan. 
Kebijakan ini dibuat bukan tanpa alasan,yang pertama faktor tingginya tingkat 
kecelakaan sepeda motor di jalan raya. Faktor yang kedua, mayoritas penduduk di 
Indonesia menggunakan sepeda motor untuk alat transportasi sehari-hari. Faktor yang 
ketiga sepeda motor adalah kendaran yang kecil dibandingkan beberapa kendaraan 
lainnya sehingga dalam keadaan tertentu sepeda motor kadang tidak menyalakan 
lampu dan membuat kendaraan lain tidak memperhatikan bahwa ada sepeda motor, 
apalagi untuk kendaraan tertentu seperti bus dan truk yang besar. Sopir hanya bisa 
melihat keadaan belakang dan samping kendaraan melalui kaca spion, ketika ada 
sepeda motor yang berada di belakang dan akan menyalip kadang-kadang tidak 
terlihat, ini merupakan hal yang berbahaya bagi sepeda motor. 
Menyalakan lampu akan membuat pengendara sepeda motor dapat dengan 
mudah dilihat atau dengan kata lain memberi efek kejut bagi pengendara lainnya. 
Saat siang hari yang sangat terang, membuat mata kita seakan terbiasa melihat benda-
benda sekitar (jalan, trotoar, pohon, dan lain sebgainya). Saat kita melihat ada kilasan 
atau sinar cahaya pada saat seperti itu baik secara langsung  maupun dari kaca spion, 
membuat perhatian kita mengarah ke cahaya tersebut karena cahaya lebih jauh daya 
tangkapnya ketimbang bunyi ini di sebabkan bunyi banyak terdengar dimana-mana 
dan di berbagai tempat serta kebisingan-kebisingan lain. Seperti yang di ungkapkan 





“cahaya itu mba lebih jauh daya tangkapanya ketimbang bunyi,karena kalu 
bunyi banyak terdengar dimana-mana. Nahh inilah salah satu faktor kenapa 
pengaendara sepeda motor harus menyalakan lampu pada siang hari."5 
Karena itulah mata membutuhkan cahaya, yang dalam hal ini dihasilakan oleh 
lampu sepeda motor. Dengan adanya bantuan cahaya maka mata sebegai sensor akan 
cepat merangsang pergerakan pengemudi terhadap suatu benda sehingga 
mempercepat waktu untuk bereaksi. Mata akan lebih cepat tanggap memprediksi 
jarak kendaraan lain, serta mengirim sinyal-sinyal ke otak dan kemuadiaan 
mengkoordinasikannya dengan pergerakan tubuh. 
Disini kita bisa lihat bahwa pentingnya cahaya, dalam hal ini lampu bagi 
kendaraan bermotor dapat mengurangi angka kecelakaan meskipun lampu  atau 
cahaya bukanlah faktor utama yang membuat kecelakaan, tapi sayangnya masyarakat 
Gowa masih banyak yang kurang paham bahwa peraturan tersebut sangatlah 
membatu  sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut 
dengan berbagai alasan tertentu. Dalam hal ini satlantas polres gowa sudah 
melaksanakan peraturan tersebut akan tetapi satlantas polres Gowa memilik kesulitan 
menerapkan peraturan tersebut di  dalam Kota Gowa, ini dikarenakan tingkat 
masyarakat Gowa makin bertambah sehingga volume kendaraan di kota Gowa juga 
meningkat dan membuat polisi sulit menegur pengguna kendaraan untuk menyalakan 
lampu utama apalagi pada saat macet. 
Hal ini sesuai yang di unkapkan salah satu satlantas polres Gowa yaitu Ibu 
iptu Dayyu ayyu. 
“sebenarnya gini mba,kami sangat kesulitan memberikan peringatan kepada 
masyarakat utuk menyalakan lampu pada siang hari karena tingkat volume 
kendaraan di Gowa makin meningkat terlebih lagi pada saat macet ndak 
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mungkin kami masuk di selah kemacetan itu bisa malah menambah macet 
lagikan mba.”6 
Tolak ukur keberhasilan  kebijakan ini menurut Pihak Satlantas  Polres Gowa 
adalah berubahnya perilaku seluruh pengendara sepeda  motor  yakni mereka  mau  
menyalakan  lampu  motornya  saat berkendara  pada siang hari baik saat ada petugas  
ataupun  tidak  ada petugas. Terkait  dengan  hal  ini,  pihak  implementor 
menyatakan  bahwa mereka  sudah  berupaya  maksimal  dalam  melaksanakan 
kebijakan ini, terbukti  dengan  berbagai  upaya  sosialisasi  yang  telah  dilakukan 
meskipun sebagian masih ada yang menolak dengan berbagai alasan dan hasilnya  
dapat  dilihat  sebagian  besar  pengguna  sepeda  motor sudah menyalakan lampu 
utamanya. Dalam hal ini satlantas polres Gowa tidak terlalu fokus pada kebijakan 
tersebut karena menurut mereka lampu bukanlah hal yang sangat fatalitas untuk 
membuat seseorang kecelakaan dan juga sekarang ini motor keluaran baru telah 
memiliki lampu otomatis jadi pengendara tidak harus menyalakan lampu motor 
mereka. 
Pernyataan tersebut sepertinya sangat  sesuai dengan keadaan dilapangan. 
Meskipun anggota satlantas telah menerapkan peraturan tersebut tapi kenyataannya  
di lapangan dari hasil pengamatan secara langsung oleh peneliti, kurang lebih hanya 
50% pengendara sepeda motor yang ada di jalan-jalan utama di Kab Gowa yang 
menyalakan lampu utama di siang hari. 
Kebijakan ini juga disertai dengan aturan pemberian sanksi bagi yang 
melanggar peraturan tersebut. Seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 pasal 293 ayat (2), dimana setiap orang mengemudikan sepeda 
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motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan 
kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak  Rp100.000,00. Sangsi 
pidana dan denda uang tersebut diharapkan dapat menjadi alasan agar masyarakat 
enggan untuk melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang telah diatur dalam 
Undang-Undang tersebut. 
Terkait dengan penindakan terhadap kebijakan tersebut Ibu iptu dayyu ayyu 
mengatakan: 
“Penindakan terhadap pelanggaran pasal 107 ayat 2 ini telah di lakukan di 
gowa, tapi hanya berupa teguran lisan maupun teguran tertulis, kalau untuk 
penilangan jarang hanya di awal-awal saja. Kalau sekarang sudah tidak ditilang 
kami hanya menegur saja.”7 
Pernyataan tersebut diperkuat dengan pengamatan yang telah di lakukan 
peneliti, dengan melihat hal tersebut terlihat bahwa pernyataan  polisi  mengenai  
jarang  adanya  penilangan memang benar, namun hal ini terasa janggal oleh peneliti.  
Seharusnya polisi melakukan penilangan terhadap pengendara yang melanggar  
peraturan tersebut, karena di Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa setiap orang  
yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada 
siang hari dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak 
Rp100.000,00. Selain itu pemberian sanksi tilang juga untuk memberikan efek jera 
kepada pengendara sepeda motor yang tidak patuh pada aturan  yang berlaku, namun  
dalam prakteknya pengendara yang melanggar peraturan tersebut tidak ditilang 
melainkan hanya diberi peringatan baik lisan maupun tertulis. 
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B. Pandangan masyarakat Gowa terhadap pasal 107 ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 
Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah 
penduduk yang meningkat dari tahun ketahun, berimbas pada tingginya jumlah 
kepemilikan kendaraan yang kemudian meningkatkan jumlah volume kendaraan yang 
lalu lalang dijalan. 
Dengan meningkatnya volume kendaraan di jalan, hal tersebut tidak jarang 
menyebabkan pengendara melakukan berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas 
sehingga terjadi kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas. Jenis pelanggaran yang 
terjadi juga cukup beragam. 
Tabel 4.1 
Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gowa (2015-2017) 
Tahun Jumlah kecelakaan Kerugiaan materil (Rp) 
2015 269 650.555.000,00 
2016 477 594.505.000,00 
2017 337 614.050.000,00 
Sumber: polres Gowa, diambil pada tanggal 15 juli 2018 
Berdasarkan data diatas, jumlah kasus kecelakaan kendaraan di jalan raya 
paling banyak terjadi pada tahun 2016 dengan 477 kasus kecelakaan dan kerugian 
materil yang di timbulkan mencapai Rp. 594.505.000,00. Pada tahun 2015, jumlah 
kasus kecelakaan tergolong rendah dengan 269 kasus kecelakaan dan kerugian 
materil yang di timbulkan mencapai Rp. 650.555.000,00. Pada tahun 2017 jumlah 
kecelakaan kendaraan meningkat menjadi 337 kasus kecelakaan dan kerugian materil 





Data tersebut menunjukkan betapa besarnya kerugian materil yang di 
timbulkan akibat dari kecelakaan di jalan raya. Selain kerugian materil, sering kali 
kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban. Ada yang mengalami luka ringan, luka 
berat, maupun korban yang meninggal dunia. 
Tabel 4.2 
Jumlah korban kecelakaan  lalu lintas di Kabupaten Gowa (2015-2017) 
Uraian 2015 2016 2017 
Luka ringan 246 436 352 
Luka berat 51 194 94 
Korban 
meninggal 
91 58 60 
Jumlah 388 688 506 
Sumber: polres gowa,diambil pada tanggal 15 juli 20018 
Berdasarkan data diatas, jumlah korban kecelakaan lalu lintas dai tahun ke 
tahun mengalami peningkatan. Tahun 2016 merupakan tahun dengan jumlah koban 
kecelakaan lalu lintas yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir yakni mencapai angka 
688 orang dengan rincian 436 orang luka ringan, 194 orang luka berat, dan 58 orang 
meninggal dunia. Pada tahun 2015 jumlah korban kecelakaan tergelong rendah 
dibanding dengan tahun 2016-2017 dengan 388 orang akan tetapi jumlah korban 
meninggal dunia mencapai 91 orang. Pada tahun 2017 korban kecelakaan masih 
tergolong tinggi yakni mencapai 506 orang akan tetapi jumlah korban meninggal 
dunia masih tinggi dengan 60 orang dibanding pada tahun 2016. 
Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang tidak 





sepantasnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah kabupaten Gowa maupun 
pihak kepolisian Gowa. Sangat di sayangkan apabila nyawa seseorang harus 
melayang karena menjadi korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.  
Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 55 orang pengendara sepeda 
Motor di wilayah Kabupaten Gowa hanya 17 orang yang setuju dengan peraturan 
tersebut dan juga ada yang mengatakan tidak tahu akan adanya peraturan tersebut. 
Seperti yang dikatakan  Fajar daeng makkaraus sebagai berikut: 
“saya setuju dengan peraturan itu karena dulu sebelum saya mengetahui 
manfaatnya saya tidak pernah menyalakan lampu motor saat siang 
hari.Berhubung saya juga sering membawa trek, terkadang saya tidak melihat 
ketika ada pengendara sepeda motor yang ingin mendahului,akan tetapi ketika 
pengendara menyalakan lampu utama.. itu mebuat saya tidak kesulitan 
mengetahui ketika sepeda motor tersebut ingin mendahului”.8 
Berbeda dengan Fajar, Ahmad daeng lallo mengatakan: 
“kalau saya tetap menyalaka lampu, karena memang begitu peraturannya, jadi 
mau tidak mau haruski ikut peraturan dari pada terkena sanksi polisi”.9 
Adapun diantara mereka pengendara sepeda motor yang tidak mengetahui 
akan peraturan tersebut mengungkapkan kepada peneliti. 
“oh memng ada yahh peraturan begitu, maaf dek baruka tau bilang ada, tpi mau 
di apa juga kasi nyala lampu motor siang-siang nah adaji matahari rugi jki juga 
karena tidak berfungsi ji lampunya mending di matikan. 
Sedangkan 38 orang lainnya mengatakan tidak setuju dengan kebijakan 
tersebut  karena berbagai alasan, seperti membuat bensin lebih boros, boros aki dan 
lampu, menyilaukan mata, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Ana, 
“lampu motor jadi cepet rusak kak karena sekarang di kasinyala truss.” 
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Dari berbagai pernyataan yang diungkapkan oleh masyarakat tersebut hanya  
17 orang atau 30,9%  saja yang setuju dengan kebijakan tersebut, sedangkan 38  
orang atau sekitar 69,1% dari seluruh informan yang berhasil diwawancarai oleh 
peneliti menyatakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut, Namun berdasarkan   
pengamatan   langsung   yang dilakukan oleh peneliti. fakta dilapangan mengatakan 
bahwa kurang lebih 50% pengendara sudah menyalakan lampu motor di siang hari, 
walaupun hanya di jalan-jalan utama. Angka 50% tersebut didapat dari hasil 
pengamatan  yang  dilakukan dalam satu  bulan ini, yaitu dengan menghitung   rata-
rata jumlah pengendara yang menyalakan lampu dibeberapa lampu merah dan jalan-
jalan utama di wilayah Kabupaten Gowa. 
Terkait dengan penindakan peraturan tersebut dari 55 pengendara yang di 
wawancarai hanya ada satu diantara mereka yang ditilang karena melanggar 
peraturan tersebut, sisanya mereka hanya mendapat arahan atau teguran lisan saja 
serta tidak di tegur sama sekali. Seperti yang diungkapkan Pak Burhan sebagai 
berikut: 
“kalau saya tidak pernah menyalakan lampu motorku kalau siang dek,tidak 
pernahja juga polisi tilangka kalau lewatka di depannya.”10 
Pernyataan tersebut bisa kita lihat bahwa penerapan pasal 107 ayat 2 belum 
efektif di Kabupaten Gowa. 
Untuk lebih jelasnya peneliti juga membagikan kuisioner kepada pengendara 
sepeda motor. Berdasarkan hasil pembagian kuisioner penulis mendapatkan hasil 
bahwa dari 100 responden, terdapat 75 pengendara sepeda motor yang tidak 
menyalakan lampu utama kendaraan sepeda motor pada siang hari. 
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Jawaban responden tentang kebijakan menyalakan lampu pada siang hari bagi 
kendaraan bermotor. 
No Jawaban Jumlah Presentase(%) 
1. Ya 25 25% 
2. 
 
Tidak 75 75% 
Jumlah 100 100% 
Sumber:pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner 
Dari tabel di atas tampak bahwa kebanyakan pengendara sepeda motor di 
jalan tidak menyalakan lampu utama kendaraan sepeda motornya pada siang hari. 
Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa mayoritas atau sebagian besar pengendara 
sepeda motor di Kabupaten Gowa tidak mentaati aturan untuk menyalakan lampu 
utama kendaraan sepeda motor pada siang hari sebagaimana tercantum dalam pasal 
107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Kemudian penulis akan 
menguraikan tingkat ketaatan responden yang menjawab menyalakan lampu utama 
sepeda motornya pada siang hari, sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Alasan tingkat ketaatan responden yang menyalakan lampu utama sepeda 
motornya pada siang hari. 
No Alasan/ tingkat ketaatan Jumlah  
1 Takut di tilang (terkena sanksi) 17 
2 Sadar akan peraturan 8 
Jumlah 25 





Diantara 25 responden yang menjawab menyalakan lampu utama kendaraan 
sepeda motor pada siang hari terdapat 17 responden yang memilih alasan takut di 
tilang atau terkena sanksi. Menurut salah satu responden, dia menyalakan lampu 
utama motornya di karenakan pernah terjaring razia (sweeping) oleh petugas 
kepolisiaan lalu lintas. 
Sementara itu hanya terdapat 8 responden yang memilih alasan sadar akan 
tentang peraturan yang dibuat. Berdasarkan alasan dari para responden, dapat di 
katakan bahwa mayoritas pengendara sepeda motor di Kabupaten Gowa hanya 
menyalakan lampu utama kendaraan sepeda motornya karena takut di kenai sanksi. 
Tabel 4.5 
Alasan responden tidak menyalakan lampu utama kendaraan sepeda motor 
pada siang hari. 
No Alasan Jumlah  
1 Karena siang hari matahari cukup 
terang untuk menyinari jalan 
65 
2 Tidak tahu tentang peraturan 4 




Sumber: Pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner 
Dari data di atas di dapatkan hasil bahwa dari 75 responden yang tidak 
menyalakan lampu utama kendaraan sepeda motor pada siang hari di Kabupaten 
Gowa, terdapat 65 responden yang memilih alasan bahwa siang hari matahari cukup 





sangat mempengaruhi efektif tidaknya pasal 107 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009. 
Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa terdapat 4 responden yang 
memilih alasan karena tidak tahu tentang peraturan tersebut. Dari sini kita bisa lihat 
bahwa masih ada masyarakat yang belum tahu akan peraturan pasal 107 ayat (2) ini, 
padahal satlantas telah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat setempat. 
Dan dari tabel di atas juga menunjukka alasan responden tidak menyalakan lampu 
utama kendaraan motornya di karenakan pemborosan dan lampu cepat rusak. 
Sebenarnya, itu tidak berpengaruh dan juga kendaraan sepeda motor pastinya telah 
dilakukan uji coba kelayakan sebelum dipasarkan. 
Tabel 4.6 
Jawaban responden tentang pernah atau tidak mendapatkan sosialisasi 
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. 
No. Jawaban Jumlah  
1 Ya 28 
2 Tidak 72 
Jumlah 100 orang 
Sumber: pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner 
Berdasarkan data kuisioner di atas,di antara 100 responden, hanya 28 
responden yang pernah mendapatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 
2009 dari kepolisian dan sebanyak 72 responden yang mengatakan tidak pernah 
mendapatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dari pihak 
kepolisian. Dari data di atas dapat dikatakan bahwa pihak kepolisian memang sudah 





secara menyeluruh sehingga tidak sedikit pula masyarakat Kabupaten Gowa yang 
tidak mengetahui peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 
2009. 
Tabel 4.7 
Jawaban responden mengenai tingkat pengetahuan mereka terhadap pasal 107 ayat 2 
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 
No. Jawaban Jumlah  
1 Tahu 28 
2 Tidak tahu 72 
Jumlah 100 orang 
Sumber:pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner  
Berdasarkan data di atas, di dapatkan hasil bahwa dari 100 responden, 
terdapat 28 responden yang tahu isi pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 
tahun 2009 dan sebanyak 72 responden mengaku tidak mengetahui isi dari pasal 107 
ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Hal ini membuktikan bahwa 
masyarakat Kabupaten Gowa mempunyai pengetahuan tentang isi dari pasal 107 ayat 
2 yang masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh, masyarakat kurang mendapat 
sosialisasi yang baik mengenai peraturan ini dari pihak kepolisian. Sehingga 
ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan ini mempengaruhi penerapan pasal 107 
ayat 2 di kabupaten Gowa. 
 Apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum atau tidak patuh 
terhadap hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan kesadaran 





tentang hukum yang diharapkan ada. Pengetahuan masyarakat akan hukum juga 
berpengaruh terhadap penerapan suatu peraturan hukum. 
C. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menegakkan pasal 
107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keharusan 
menyalakan lampu pada siang hari untuk sepeda motor di Kab.Gowa 
Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai 
ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung 
berkecimpung di bidang penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai 
kedudukan dan peran. Oleh karena itu, seorang penegak hukum mempunyai 
kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu 
berdasarkan jabatannya. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak 
kepolisian. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika 
mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem 
penegak hukum. Suatu peraturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh aparat 
kepolisian maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peraturan 
yang di topang pengawasan oleh pihak kepolisian akan menimbulkan kepatuhan yang 
lebih baik dibandingkan dengan aturan yang dikomunikasikan namun dibiarkan tanpa 
terkontrol. 
Dalam hal penegak hukum dimaksud, khususnya mengenai implementasi 
pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang kewajiban 
pengemudi sepeda motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari di 
Kabupaten Gowa. Menurut Kasatlantas Polres Gowa, pihaknya menindak para 
pelanggar dengan memberikan teguran atau peringatan. Bahkan tidak jarang pula 





menyalakan lampu utama kendaraannya. Ketidak tegasan pihak kepolisian dalam 
menindak para pelanggar ini kemudian memunculkan persepsi dalam masyarakat 
bahwa melanggar pasal 107 ayat 2 tidak dihukum. 
Namun dalam hal ini pihak kepolisian tetap berusaha menegakkan pasal 107 
ayat 2 dengan beberapa upaya yaitu berupa: 
1. Sosialisasi ke sekolah dan masyarat dalam sosialisasi tersebut satlantas polres 
Gowa menghimbau masyarakat untuk menyalakan lampu serta memberitahu 
kepada masyarakat tujuan dan pentingnya menyalakan lampu pada siang hari. 
2. Satlantas Polres Gowa telah memberikan arahan kepada pengguna sepeda 
motor di jalan-jalan utama  pada saat berkendara untuk menyalakan lampu 
utama kendaraan mereka. 
3. Satlantas Polres Gowa telah memasang spanduk yang mengarahkan 
masyarakat untuk menyalakan lampu utama kendaraan. 
4. Memberikan peringatan pada pengendara yang melanggar peraturan tersebut.  
5. Memberikan arahan melalui audio yang di pasang di batas Gowa Makassar. 
Dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan pihak kepolisian polres Gowa ini 
menunjukkan bahwa setelah di berlakukannya pasal 107 ayat 2 kepolisian polres 
Gowa telah berusaha menegakkannya dengan beberapa upaya. 
Dengan adanya inovasi dari beberapa  produsen sepeda motor asal jepan 
seperti, Honda, Yamaha, dan Susuki dengan meluncurkan produk seperti motor yang 
secara otomatis akan menyalakan lampu utama saat mesin dihidupkan atau lebih 
populer dengan istilah klik on. Klik on ini tentu saja akan turut mempengaruhi 
keberhasilan implementasi pasal 107 ayat 2 khususnya di Kabupaten Gowa dan 





lintas akan sedikit lebih ringan, karena baik disuruh ataupun tidak, para pengendara 
yang menggunakan motor klik on ini akan selalu menyalakan lampu motornya saat 
berkendara, baik siang maupun malam. Hal ini tentu saja akan meminimalisir jumlah 
pengendara yang melanggar peraturan pasal 107 ayat 2 ini, sehingga keberhasilan 
implementasi lebih muda untuk dicapai. 
Dengan adanya kalangan terpelajar di Gowa, masyarakat yang mempunyai 
kesadaran seperti ini biasanya di temukan dikalangan menengah ke atas dan kalangan 
terpelajar. Mereka beranggapan bahwa menyalakan lampu merupakan bagian dari 
sebuah pengorbanan yang harus dilakukan demi mendapatkan keselamatan, bagi 
mereka keselamatan adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa dibandingkan 








1. Penerapan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
keharusan menyalakan lampu kendaraan bermotor pada siang hari di 
kabupaten gowa tidak berjalan lancar. Hal tersebut dapat kita lihat  dengan 
masih banyaknya pengendara sepeda motor di kabupaten gowa yang tidak 
menyalakan lampu utama atau tidak mematuhi aturan tersebut. Tidak 
berjalannya aturan tersebut ini di karenakan banyak masyarakt yang pro dan 
kontra dengan aturan pasal 107 ayat 2, meskipun telah dilakukan tiga tahap 
pelaksanaan, yaitu tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan dan tahap penindakan. 
2. Pandangan masyarakat gowa terhadap pasal 107 ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 berbagai macam banyak yang mengatakan dengan 
mentaati peraturan tersebut membuat kendaraan mereka boros,lampu cepat 
rusak serta dengan meyalakan lampu pada siang hari tidaklah bermanfaat. 
3. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian satlantas polres gowa untuk 
menegakkan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang 
kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari 
bagi kendaraan bermotor yaitu dengan mensosialisasikan peraturan tersebut 
kepada masyarakat. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Menurut penulis, peraturan tersebut akan berjalan baik apabila subtansi dari 
pasal 107 ayat 2 di sertai dengan pejelasan lebih lanjutnya tentang kondisi 
tertentu  yang mewajibkan pengemudi sepeda motor untuk menyalakan lampu 





Indonesia memiliki kondisi geografis yang sama serta dengan banyaknya pro 
dan kontra di masyarakat. 
2. Diharapkan masyarakat untuk patuh terhdapa penerapan pasal 107 Ayat 2 
guna untuk menghindari kecelakaan dalam berlalu lintas. 
3. Aparat kepolisian seharusnya tetap profesional dalam menegakkan pasal 107 
ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keharusan menyalakan 
lampu kendaraan bermotor pada siang hari dengan memberikan tindakan 
dengan baik dan tegas terhadap pengguna motor yang melanggar peraturan 
tersebut. Karena jika tidak di tegakkan dengan tegas takutnya nanti 
menimbulkan persepsi masyarakat bahwa melanggar peraturan tersebut tidak 
di hukum. Padahal peraturan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang 
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